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BAB

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. HAKIKAT HAK MENURUT SYARI'AT ISLAM

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang
yang telah ada sejak lahir. Maka perlindungan hak menghendaki
perlindungan atas hak orang lain dan hak masyarakat umum. Untuk
melengkapi uraian tentang hakekat hak berikut disajikan pandangan-
pandangan hak dari perspektif hukum Islam.

Hak berasal dari bahasa Arab vyaitu haqq yang secara etimologi
mempunyai beberapa makna?, sebagai berikut:
1) Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Yasin

ayat: 7)

W J e T 1B Y 0Y

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap
kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.

2) Kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam surat (QS. Yunus, ayat: 35)
s e 1 2a i Dy b & B o el 8 il s )
51 00 s 2ol Y g ) O g 8 K0 i 0,088
“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki
kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada

kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada
kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat

1Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002), h. 31-32.
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WUJUD KEMASLAHATAN
HAK ANAK TINJAUAN TEORITIS

A. KONSEP DAN TUJUAN AL-MASLAHAH
1. Kerangka Dasar Pemikiran Maslahah berdasarkan Islamic Legal

Yurisprudence

Pengertian maslahah  secara etimologis, berarti kebaikan,
kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan, yang
berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan
tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya
yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Kata al-maslahah dilawankan
dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Menurut Abdul Wahhab
Khallaf, Al-Maslahah Al-Mursalah adalah salah satu dalil-dalil Syariah. Al-
Maslahah Al-Mursalah (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut
istilah ulama Ushul Maslahah tidak mengisyaratkan hukum untuk
mewujudkan Al-Maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan
atas pengakuannya atau pembatalannya. Al-Maslahah itu disebut mutlak
karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan, “sesuatu
yang dianggap Al-Maslahah bila tidak ada ketegasan hukum untuk
merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu, baik yang mendukung
maupun yang menolak”, sehingga disebut Al-Maslahah Al-Mursalah®®. Jadi
pembentuk hukum dengan cara mashlahah semata-mata untuk mewujudkan

%Abd al-Wahhab Khallaf, IIm Ushdal al-Figh li ‘Abd al-Wahhab Khallaf, (Kuwait, Daru al-
"llmi, 1978) h. 62. Lihat: Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, dalam Jurnal Salam Filsafat
dan Budaya Hukum, Vol. 12, No. 2, Desember 2014, h. 314. Lihat juga Muhammad Roy
Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Din at-TGfi”, dalam Jurnal Madania,
Vol. 11, no. 1, Juni 2015, h. 29.
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REGULASI PERLINDUNGAN HAK ANAK
DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA

Mengenai penelitian ini berupa kajian perundang-undangan terkait
perlindungan hak anak dengan mengambil kasusnya di negara muslim Asia
Tenggara yaitu di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam
yaitu: Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dilihat dari segi kuantitas,
umat Islam di Asia Tenggara menempati urutan jumlah muslim terbesar di
dunia. Di kerajaan Brunei Darussalam, Islam dianut oleh mayoritas
penduduknya dan diakui sebagai agama resmi negara sebagaimana
ditegaskan dalam Konstitusi (UU) Negara Brunei Darussalam. Di Malaysia,
Islam juga diakui sebagai agama resmi negara. Diperkirakan sekitar 60.4% dari
jumlah penduduk Malaysia adalah penganut Islam. Di Indonesia, agama ini
dianut oleh sekitar 88,2% dari seluruh jumlah penduduk, sementara
Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia®:®,
Sementara perkembangan Islam di Asia Tenggara bukanlah sesuatu yang
dapat diabaikan begitu saja. Bahkan sebaliknya, Islam di Asia Tenggara
menjadi persoalan yang sangat penting untuk dibahas, mengingat sudah
lamanya Islam mengakar dalam masyarakat serta besarnya jumlah penganut
Islam di kawasan ini. Maka penulis menilai objek dalam tulisan ini mengenai
perundang-undangan di negara muslim Asia Tenggara hal ini berdasarkan dari
segi kuantitas umat Islam di Asia Tenggara terbanyak yaitu: Indonesia,
Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu juga mempunyai kesamaan
bahwa sebagian besar muslim di negara ini adalah Sunni yang menganut

218Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara, (Pekanbaru: Nuansa Jaya Mandiri, 2014), h. vi.
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PERLINDUNGAN HAK ANAK
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA

Hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang merupakan
anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hak anak adalah hak asasi manusia,
artinya ketika orang lain melanggar hak anak maka hak tersebut melekat
pada anak, dan setiap orang tua/penanggung jawab (negara) atas anak yang
memiliki anak berkewajiban secara hukum untuk melakukan hal tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan mengapa perlindungan anak
begitu penting? Hal ini karena masa kecil sering disebut sebagai "Golden Age
Periode". Menurut para ahli, saat itu, pertumbuhan intelektual terjadi 40%
pada anak usia 0-4 tahun, meningkat menjadi 80% pada usia 8 tahun, dan
kemudian meningkat menjadi 100% pada usia 18 tahun. Pada kelompok usia
ini (terutama 0-8 tahun), orang tua harus memperlakukan anaknya dengan
hati-hati, agar tidak melukai anak baik fisik maupun psikisnya, serta tidak
mempengaruhi tumbuh kembang anak®®. Untuk mewujudkan perlindungan
tersebut sesuai dengan Maslahah dan Konvensi Hak Anak (KHA), maka
permasalahan hak-hak anak berdasarkan 4 (empat) indikator antara lain:

343 program Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI, “Modul perlindungan anak
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)
Panduan Teknis Pelaksanaan P2K2”. Artikel diakses pada Mei 2022 dari
https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/D0CS20181010110234.pdf
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PENUTUP

Dalam kajian perlindungan hak anak dalam hukum perundang-undangan
negara muslim Asia Tenggara perspektif maslahah dan Konvensi Hak Anak,
penulis ingin menunjukan atau menyajikan bagaimana banyaknya titik
kesamaan antara Maslahah dan Konvensi Hak Anak pada perlindungan hak
anak di negara muslim wilayah Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Brunei
Darussalam). Kajian dalam buku ini menemukan bahwa dalam kerangka
filosofi hukum dan hukum Islam hanya berbasis kepada kerangka-kerangka
tekstualisasi pada mazhab Syafi’'i sementara filosofi ideal yang dimaksud
dengan perlindungan anak secara komprehensif tidak dilakukan atau dibahas
dalam ke tiga negara muslim, perbedaannya brunei terlihat lebih konservatif,
sementara Malaysia lebih moderat sementara Indonesia lebih modern.

Temuan atau konstruksi di negara muslim Asia Tenggara dalam merespon
suatu konvensi hak dari ketiga negara tersebut dapat dilihat dalam konteks
yang menonjol yaitu dari aspek keislamannya/tekstualisasi pada mazhab
Syafi’i. Maka menemukan kecenderungannya dari ketiga negara muslim Asia
Tenggara, yaitu: negara Brunei tidak terlalu akomodatif terhadap Konvensi
Hak Anak tetapi dia terikat pada teks tekstualisasi pada mazhab Syafi'i maka
indikatornya rendah, dan Malaysia sedikit mengakomodatif Konvensi Hak
Anak tetapi tetap masih terikat dengan tekstualisasi pada mazhab Syafi'i
maka indikatornya sedang, berbeda dengan Indonesia mengakomodatif
Konvensi Hak Anak dan tidak terikat tekstualisasi pada mazhab Syafi’'i maka
indikatornya tinggi.

Interelasi Konvensi Hak Anak dengan Islam (Figih Mazhab Syafi’i) setelah
dikaji ternyata tidak jauh berbeda sehingga regulasi di negara muslim Asia
Tenggara relatif dekat dalam melindungi hak anak. Penerapan perundang-
undangan terkait hak anak di negara muslim Asia Tenggara lebih banyak
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GLOSARIUM

Al-Maslahah :Menurut Wahbah Zuhaili, maslahah adalah melindungi dan
memelihara maksud-maksud Allah dalam menetapkan hukum
dengan menolak atau menghindari kerusakan dan hal-hal yang
merugikan manusia dan makhluk-makhluk yang lain.

Asrama Akhlak:Lembaga yang didirikan atau ditetapkan sebagai tempat
tinggal bagi anak-anak yang diwajibkan untuk tinggal di sana
yang didirikan berdasarkan Pasal 61 Akta Kanak-KAnak 2001.

Jabatan Kebajikan Masyarakat: Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa konvensi hak-hak anak diterapkan
dalam semua proses dan prosedur manajemen kasus anak di
Malaysia

Juvenile Delinquency: Kenakalan anak atau remaja adalah tingkah laku atau
perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang
bertentangan dengan norma hukum, agama dan nilai-nilai
sosial kemasyarakatan.

Kompleks Rumah Kebajikan: Sebuah lembaga perlindungan, rehabilitasi
dan tahanan sementara bagi remaja yang terlibat masalah
hukum di Malaysia.

Mumayyiz: Anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun dan dianggap
bisa membedakan antara hal bermanfaat dan hal berbahaya
bagi dirinya.

Participation Rights: Hak untuk berpartisipasi, dimana prinsip ini
menjamin ‘Penghargaan Atas Pandangan Anak’.

Pusat Bahagia: Suatu lembaga didirikan di Malaysia untuk penyandang
disabilitas agar dapat hidup mandiri, bertanggung jawab dan
dapat berkontribusi bagi masyarakat.

Protection Rights: Hak terhadap perlindungan ini merupakan perlindungan
khusus anak, mencakup perlindungan atas segala bentuk
diskriminasi, eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-
wenang dalam proses peradilan.

Ratifikasi: Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang
menandatangani perjanjian tersebut. adapun ketentuan dan
pelaksanaan ratifikasi disesuaikan oleh masing-masing negara
yang bersangkutan, sebab prosedur ratifikasi tiap-tiap negara
dapat berbeda.



Restorative Justice: Sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan
dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk
menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan
secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari
pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Rumah Kanak-Kanak: Panti asuhan untuk perawatan dan perlindungan anak
yang didirikan atau ditentukan berdasarkan pasal 54 Akta
Kanak-Kanak 2001.

Rumah Perlindungan: Tempat penampungan dan perlindungan bagi korban
perdagangan anak dan penyelundupan migran antar anak.

Rumah Tunas Harapan: Panti asuhan anak kelolaan keluarga yang berfungsi
sebagai tempat pengasuhan, perlindungan dan kasih sayang
dalam suasana kekeluargaan kepada anak yang tidak bisa
tinggal bersama orang tua/keluarga kandungnya.

Sekolah Henry Gurney: Lembaga penahanan bagi anak-anak berumur 14
(empat belas) tahun ke atas yang dijatuhkan sanksi hukum
karena melakukan pembunuhan (dengan masa ditahan 3 tahun
atau sampai anak tersebut berusia 21 tahun).

Sekolah Tunas Bakti: Lembaga rehabilitasi moral bagi anak-anak yang terlibat
dalam kejahatan dan anak-anak yang bermasalah sosial yang
ada di negara Malaysia.

Survival Rights: Merupakan hak terhadap kelangsungan hidup yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Talian Anak: Layanan telpon bantuan anak bebas pulsa yang beroperasi
untuk penggunaan anak-anak di Brunei Darussalam yang Mulai
Beroperasi sejak Oktober 2019.

Taman Seri Puteri: Yaitu lembaga penampungan untuk perawatan dan
rehabilitasi anak-anak vyang didirikan atau ditentukan
berdasarkan Pasal 55 Akta Kanak-Kanak 2001.

Unit Pemulihan dalam Komuniti: Unit yang bertanggung jawab menangani
kesejahteraan penyandang cacat yang ada di Malaysia.
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